
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1323, 2021 KEMENHUB. Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 143. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 85 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 

  TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN/ATAU 

PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan 

dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  

   Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);  
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

143 TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN 

DAN/ATAU PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan 

yang telah disetujui untuk selanjutnya disebut Lembaga 

Pelatihan adalah lembaga milik pemerintah atau badan 

hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau 

pelatihan bidang navigasi penerbangan yang telah 

memenuhi persyaratan perizinan berusaha.  

2. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pembentukan 

sikap perilaku personel navigasi penerbangan yang 

diperlukan dalam pelayanan navigasi penerbangan. 

3. Kompetensi adalah suatu dimensi kinerja manusia yang 

digunakan untuk memprediksi kehandalan kesuksesan 

kinerja di tempat kerja dan diwujudkan serta diamati 

melalui perilaku yang melibatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang relevan untuk 

melaksanakan kegiatan atau tugas dalam kondisi 

tertentu. 
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4. Kurikulum  adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 

proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

5. Peralatan Pelatihan adalah Peralatan simulasi yang 

digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan. 

6. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah 

memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan 

kualifikasi dibidangnya.  

7. Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan yang selanjutnya 

disebut Sertifikat Lembaga Pelatihan adalah tanda bukti 

yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal kepada 

Lembaga pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya 

persyaratan perizinan berusaha guna menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan 

8. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 

standar Kompetensi, materi pokok/pembelajaran, mata 

pelajaran, pokok pembahasan, sub pokok pembahasan, 

jam pelajaran dan referensi. 

9. Pedoman Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures 

Manual/TPM) adalah dokumen yang digunakan sebagai 

pedoman bagi lembaga pelatihan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

10. Tenaga Pengajar adalah tenaga pendidik yang tugas 

utamanya mengajar peserta pelatihan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

13. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: 

a. standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bidang navigasi penerbangan; 
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b. sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan bidang navigasi penerbangan;  

c. kewenangan dan kewajiban penyelenggara pendidikan 

dan pelatihan bidang navigasi penerbangan; dan 

d. pengenaan sanksi administratif. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi 

penerbangan meliputi: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas 

Penerbangan (ATS Training); 

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknik Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Training); 

c. Pendidikan dan Pelatihan Informasi Aeronautika 

(Aeronautical Information Services Training); dan 

d. Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Prosedur 

Penerbangan (Flight Procedure Design Training). 

 

Pasal 4 

(1) Standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bidang navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:  

a. organisasi; 

b. sumber daya manusia; 

c. ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan 

dan/atau pelatihan dalam bentuk Pedoman 

Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures Manual 

/TPM); 

d. Kurikulum  dan Silabus; 

e. fasilitas dan Peralatan Pelatihan bidang navigasi 

penerbangan; 

f. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman; 

g. sistem kendali mutu; dan 

h. memenuhi ketentuan teknis lainnya. 

(2)  Ketentuan mengenai standar penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

 Pasal 5 

(1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi 

penerbangan wajib memiliki Sertifikat Lembaga 

Pelatihan.  

(2) Proses dan penerbitan Sertifikat Lembaga Pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

melalui sistem Online Single Submision (OSS) dan 

dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat 

penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Lembaga Pelatihan berwenang menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan yang tercantum 

pada sertifikat. 

 

Pasal 7 

Lembaga Pelatihan wajib:  

a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan sertifikat yang dimiliki; 

b. menyusun dan melaksanakan program peningkatan 

Kompetensi tenaga pengajar; 

c. menyusun dan memelihara Pedoman Pelaksanaan 

Pelatihan (Training Procedures Manual/TPM) sehingga 

selalu dalam keadaan terkini; 

d. menyusun dan memelihara modul pembelajaran 

(Courseware) sehingga selalu dalam keadaan terkini; 

e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan prosedur yang tercantum pada Pedoman 

Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures Manual/TPM)  

dan Courseware. 
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f. menyimpan dan memajang (display) sertifikat yang 

dimilikinya; 

g. menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat 

dilakukan kegiatan pengawasan keselamatan 

penerbangan; 

h. melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan 

diluar pusat kegiatan kepada Direktur Jenderal paling 

sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun; 

i. melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal 

satu kali dalam 5 (lima) tahun; 

j. melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor; 

k. menerbitkan sertifikat kelulusan atau Sertifikat 

Kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang 

dinyatakan lulus; dan 

l. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas 

atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan 

melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan 

Bidang Navigasi Penerbangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. audit 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Lembaga Pelatihan yang melanggar 

ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan;  

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan. 

 

Pasal 10 

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  

dapat diberikan kepada Lembaga Pelatihan dalam hal: 

a. pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang tata cara pengawasan dan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di 

bidang penerbangan. 

 

Pasal 11 

Lembaga Pelatihan harus menyesuaikan kurikulum dan 

silabus dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan. 

 

Pasal 12 

Sertifikat Lembaga Pelatihan yang telah diterbitkan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan 

dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 143) tentang Penyelenggara 
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Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air 

Navigation Training Provider) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 575), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2021 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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